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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Melakukan kegiatan usaha adalah salah satu upaya untuk melakukan
pembangunan dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat. Kegiatan usaha
diharapkan mampu menjadi basis petama dalam kemajuan ekonomi masyarakat.
Prakteknya, secara umum kegiatan usaha masyarakat biasa dilakukan di pasar,
warung dan toko-toko kecil. Berdasakan pada perkembangannya, kegiatan usaha
di pasar pun menjadi lebih beragam dengan hadirnya pasar-pasar modern di

lingkungan masyarakat.

Pasar selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat paling penting dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagi masyarakat, pasar bukan hanya tempat
bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk
berinteraksi sosial. Para ahli ekonomi mendeskripsikan sebuah pasar sebagai
kumpulan penjual dan  pembeli yang melakukan transaksi® atas suatu produk
tertentu atau kelompok produk tertentu. Pasar dapat dibagi menjadi beberapa
kategori baik itu menurut waktu terjadi, lokasi, barang yang dijual, banyaknya
penjual atau pembeli dan lain sebagainya. Salah satunya dikategorikan
berdasarkan karakteristiknya yaitu: pasar modern dan pasar tradisional. Pasar
tradisional biasanya merupakan pusat kegiatan ekonomi jual beli bagi suatu
daerah tertentu. Hal ini dapat dipahami karena dari zaman dahulu hingga sekarang

masyarakat Indonesia sudah akrab dengan pasar.



Berdasarkan perkembangan dan kemajuan pasar, toko modern atau
minimarket menjadi salah satu bentuk pasar dengan jumlah yang sangat besar dan
tersebar di hampir seluruh pelosok di tanah air. Bahkan kini, minimarket masuk
ke desa-desa dan kelurahan hingga bisa masuk ke perumahan atau pemukiman
penduduk. Hal ini dilakukan karena pada pusat kota sudah begitu banyak
hypermarket dan supermarket. Selain itu minimarket sengaja mendekati
konsumen akhir vyaitu masyarakat yang bermukim. Kenyataan tersebut
menyudutkan pedagang tradisional baik berupa pasar, kios, warung maupun toko.
Keterbatasan modal, sumber daya manusia dan lemahnya keterampilan
manajemen usaha membuat daya saing mereka semakin terpuruk dan tertekan

oleh industri minimarket.

Ujung tombak dalam pengaturan ritel modern berbentuk minimaraket itu
adalah pemerintah daerah. Setiap daerah harus mengakomodasi dan mengadopsi
peraturan mengenai ritel modern di daerah masing-masing. Peran pemerintah
daerah tentunya sangat penting demi tercapainya keseimbangan kepentingan
antara pelaku usaha ritel modern dengan pasar tradisional. Adanya pelaku usaha,
pemerintah, dan masyarakat menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu
dengan yang lainnya. Pemerintah selaku pengatur dan pembuat kebijakan
memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Adapun ketentuan-ketentuan
yang berlaku di dalamnya harus diterapkan secara konsisten oleh pemerintah

daerah.

Ritel atau pasar modern harus menjadi fokus utama pemerintah dalam

melakukan keseimbangan ekonomi pasar. Pemerintah pusat dan daerah telah



membuat peraturan tentang pasar modern tersebut sebagai upaya
menyeimbangkan perkembangan ritel agar tidak menjadi masalah diantara pasar
tradisional, warung dan toko yang ada di masyarakat, sebagaimana yang
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Pasal 3 Tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Disetiap daerah pun memiliki peraturan tentang toko modern tersebut, khusunya
di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor
21 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar Dan

Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan.

Pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat yang memiliki wewenang
dalam hal mengatur perkembangan pasar modern adalah Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (DISPERINDAG) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dinas-dinas terkait merupakan pelaksana
kebijakan sekaligus pengawas pasar modern yang memiliki tanggung jawab
dalam hal pemberian izin berdirinya minimarket di Kabupaten Bandung Barat.
Berikut adalah data toko modern di- Kabupaten' Bandung Barat yang peneliti

peroleh dari hasil diskusi dan wawancara dengan dinas-dinas di atas, yaitu ;

Tabel 1.1
Data Toko Modern Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016

Data Toko Modern Kabupaten Bandung Barat

Nama Toko Modern Jumlah Keterangan

Minimarket 158 Terlampir




Swalayan 8 Terlampir
Supermarket 7 Terlampir
Jumlah 173

Sumber : Diperoleh dari DISPERINDAG dan DPMPTSP, 2016

Berdasarkan pada data di atas, menunjukan arah perkembangan
minimarket yang cukup pesat di Kabupaten Bandung Barat yang terdata oleh
dinas-dinas terkait. Beberapa diantaranya telah menyelesaikan syarat-syarat
administrasi seperti harus adanya lzin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lzin
Usaha Toko Modern (IUTM). Terdapat juga pemilik usaha minimarket yang tidak
mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur tentang ritel modern dari mulai
syarat administratif sampai teknis jarak lapangan minimarket. Hal itu akibat dari
buruknya komunikasi dinas terkait yaitu Dinas Prindustrian dan Perdagangan
(DISPERINDAG) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) kepada masyarakat pemilik usaha minimarket berupa alfamart,
indomart, yomart dan sb mart. Sehingga banyak minimarket yang dibangun
berjarak sangat dekat dengan pasar tradisional dan tidak adanya sanksi lebih lanjut
dalam menanggapi minimarket yang melanggar aturan jarak tersebut. Masalah
yang menjadi fokus peneliti, yaitu'ditemukannya minimarket yang dibangun
namun melanggar aturan yang telah ditetapkan Perda nomor 21 tahun 2011 pasal
16 ayat 4, tentang jarak toko modern dari pasar tradisional. Pasal tersebut
menyebutkan bahwa jarak di perkotaan 500m? dan di pedesaan 1000m? . Fakta
yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, terdapat toko modern yang berdiri di
sekitar pasar tradisional tidak kurang dari 100m?, salah satunya toko modern di

Kecamatan Cihampelas yang berdekatan dengan Pasar Cihampelas dan



Kecamatan Sindangkerta tepatnya berdekatan di Desa Cicangkanggirang Pasar

Sukajadi. [Terlampir]

Hal yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian di Kabupaten
Bandung Barat, terkhusus lokusnya berada di Kecamatan Sindangkerta dan
Kecamatan Cihampelas adalah pertama, keberadaan minimarket di Kecamatan
Cihampelas dan Sindangkerta nampak jelas melanggar aturan Pasal 16 tentang
jarak minimarket dari pasar tradisional. Letak minimarket di Kecamatan
Sindangkerta dan Cihampelas berada tepat disekitar pasar tradisional dan belum
ada tindak lanjut dari pelanggaran tersebut. Kedua, berdasarkan penelitian awal
yang dilakukan, menurut pejabat setempat mengutarakan bahwa pegiat ekonomi
mikro seperti warung dan toko-toko kecil mengalami kerugian dari segi
pendapatan keuntungan akibat dari berdirinya minimarket tersebut. Berdasarkan
kedua hal tersebutlah peneliti mengambil lokus di Kecamatan Cihampelas dan
Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan pemaparan diatas dan permasalahan yang telah diuraikan,
maka peneliti tertarik = untuk melakukan * penelitian = lebih lanjut yang
diformulasikan dalam judul penelitian “Implementasi Kebijakan Peraturan
Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Kabupaten Bandung Barat Tentang
Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar

Grosir Dan/Atau Pertokoan Mengenai Toko Modern”



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka ditemukan
identifikasi masalah dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21
tahun 2011 tentang penyelenggaraan pasar, retribusi pelayanan pasar dan retribusi
pasar grosir atau pertokoan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu :

1. Adanya jarak minimarket yang menyalahi aturan pada Perda Nomor 21 tahun
2011 pasal 16 tentang jarak minimarket. Minimarket di daerah perkotaan
minimal berjarak 500m? dan di pedesaan minimal 1000m?.

2. Kurangnya komunikasi yang dilakukan dinas-dinas terkait dalam melakukan

sosialisasi dan penegakkan aturan untuk para pengusaha toko modern.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah dalam implementasi kebijakan Peraturan
Daerah Nomor 21 tahun 2011 Kabupaten Bandung Barat, dapat dirumuskan
masalah penelitian yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana proses: pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21
tahun 2011 mengenai toko modern di Kabupaten Bandung Barat ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 21 tahun 2011 mengenai toko modern di Kabupaten

Bandung Barat ?



D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam

penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemerintah dalam implementasi
kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2011 mengenai toko
modern di Kabupaten Bandung Barat.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam
proses pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2011 mengenai

toko modern di Kabupaten Bandung Barat.

E. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan peneliti adalah sebagai
berikut:
1. Secara teoretis
a. Bagi penulis, pada prinsipnya untuk mengembangkan teori-teori dalam
rangka memberikan kontribusi pemikiran dari segi efek keilmuan dan
secara akademis ialah pengembangan konsep-konsep serta teori-teori
kebijakan publik.
b. Bagi lembaga terkait, dapat menjadi bahan diskursus yang berguna untuk
meningkatkan pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai

dengan teori yang ada.



2. Secara Praktis
a. Bagi penulis untuk mennguatkan daya pikir dan pengembangan wawasan
dalam rangka menerapkan hasil studi kebijakan publik yang dikaitkan
dengan kebijakan Perda tentang pasar modern/minimarket.
b. Bagi lembaga terkait diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi

Kinerja implementasi.

F. Kerangka Pemikiran

Van Meter dan Van Horn (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan,
sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan
pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijaksanaan.

Pendekatan yang peneliti lakukan dalam melandasi penelitian ini, dengan
menggunakan teori Donal Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino
(2008:141) mengajukan model  implementasi  kebijakan yang dikenal dengan
sebutan A model of the policy implement. Kedua pakar tersebut mengemukakan
enam dimensi yang dianggap mempengaruhi Kinerja implementasi kebijakan
publik, yaitu :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-

dan-hanya- jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio

kultur yang mengada di level pelaksaanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan



atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopsi) untuk dilaksanakan di
level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga
titik yang dapat dikatakan berhasil.
2. Sumber daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari
kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan
sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses
implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi
menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan
yang diisaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.
3. Karakteristik para pelaksana
Pusat perhatian agen pelaksana meliputi pelaksana formal dan organisasi
informal yang akan terlibat mengimplementasi kebijakan publik. Hal ini sangat
penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi
oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana
Sikap pemerintah atau penolak dari (agen) pelaksana, akan sangat banyak
mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal
ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah
hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan

yang mereka rasakan.
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5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implemntasi
kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak
terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan
sangat kecil terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Hal terakhir yang perlu dilakukan guna menilai kinerja implementasi
kebijakan dalam persfektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn
adalah, sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasian kebijakan
publik yang ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak
kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi

kebijakan.
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Apabila digambarkan dalam satu skema, maka peneliti membuat kerangka

berfikir sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1

Skema Kerangka Berfikir

PERDA NO 21 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR, RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI
PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Implementasi Kebijakan Model Donald VVan Metter
dan Carl VVan Horn dalam buku Leo Agustino

(2008:142)

Ukuran dan
Tujuan Kebijakan

Karakteristik Para
Pelaksana

Komunikasi
Antarorganisasi

Sumberdaya

Sikap Para
Pelaksana

Lingkungan
Ekonomi, Sosial

Poliik




